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Pasal 303 ayat (3) dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pejudian, Aceh
merupakan salah satu daerah yang menerapkan syariâ€™at Islam, tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan
Pasal 21 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Qanun tersebut aturan ini digunakan sebagai dasar
untuk menanggalungi tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda. Namun berdasarkan
penelitian yang dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut belum maksimal dilaksanakan dan bahkan tindak
pidana perjudian tersebut masih dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada pada tradisi pacuan kuda berlangsung.   
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakkan hukum pihak kepolisian terhadap tindakan perjudian dalam tradisi
Pacuan Kuda dan untuk mengetahui hambatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam acara tradisi
Pacuan Kuda.
 Penenlitian ini merupakan metode penelitian normatif empiris, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat
teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan , serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data
primer. Sampel yang digunakan adalah library research dan purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda belum
sesuai dengan yang diinginkan yaitu minimnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Wilayatul Hisbah,
upaya yang dilakukan oelh aparat penegak hukum  tersebut meliputi upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dan upaya yang
bersifat tindakan (refresif), dalam proses upaya penegakan hukum terdapat beberapa hambatan, yakni: hambatan yang bersifat
umum seperti kebiasaan yang ada di masyarakat dan kurang pemahaman masyarakat tentang hukum, serta hambatan yang bersifat
khusus yaitu kurangnya pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri. 
Disarankan agar aparat Wilatul Hisbah dan aparat Kepolisian secara terus menerus berkoordinasi dalam rangka menanggulangi
kejahatan khsusus tindak pidana perjudian dan dengan melibatkan tokoh-tokoh Agama serta masyarakat, serta memeberikan
pemahaman hukum kepada aparat penegak hukum dan juga masyarakat. 
